
 
 
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 16A TAHUN 2006 

 
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

 
PERATURAN  WALIKOTA  SURAKARTA 

 
NOMOR :  11-E  TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 
 

WALIKOTA SURAKARTA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan di Kota Surakarta agar dapat 
dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 
dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang 
Rencana Strategis Daerah Kota Surakarta Tahun 
2003 – 2008, perlu diterapkan kerja tahunan; 

 
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

 

 



c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang 
merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk 
memberikan kepastian kebijakan dalam 
melaksanakan pembangunan daerah yang 
berkesinambungan; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Surakarta tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Surakarta Tahun 2007;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang 
– undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3348); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4427); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4405); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 
Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E    
Nomor  4); 

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 
Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota 
Surakarta; 

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan 
Daerah (POLDAS) Kota Surakarta Tahun 
2003-2008; 

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 
Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah 
(Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003-2008; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :  PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH (RKPD) KOTA SURAKARTA TAHUN 
2007  

 

 



Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Surakarta Tahun 2007 merupakan landasan dan 
pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di lingkunga Pemerintah Kota 
Surakarta dalam menyusun Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 
Tahun 2007. 
 

Pasal 2 
 

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Surakarta Tahun 2007 sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 terdiri : 
a. Bab I  : Pendahuluan; 
b. Bab II : Rancangan Kerangka 

Ekonomi Daerah; 
c. Bab III : Prioritas Pembangunan 

Daerah Tahun 2007; 
d. Bab IV  : Rencana Kerja; 
e. Bab V  : Ringkasan Pendanaan; 
f.  Bab VI  : Kaidah Pelaksanaan; 
g. Bab VII  : Penutup. 

 
Pasal 3 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Surakarta Tahun 2007 berikut matriksnya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 4 
 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Surakarta Tahun 2007 adalah penjabaran tahun 
keempat dari Rencana Strategis Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2003-2008. 

 

 



 

Pasal 5 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Surakarta Tahun 2007 merupakan pedoman bagi 
Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2007. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Surakarta. 
 

 

Ditetapkan di Surakarta 

Pada tanggal  30 Oktober 2006                   
 

WALIKOTA SURAKARTA 

                                              Cap ttd. 

JOKO WIDODO 
 
 

Diundangkan di Surakarta 

Pada tanggal  31 Oktober  2006 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA 

                              Cap ttd. 

Drs. QOMARUDDIN, MM 
NIP. 500 043 090 

 
 
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 16A 


